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ABSTRAK

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hingga saat ini Undang-Undang Nomor
31 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih dijadikan sebagai pedoman
dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam proses pembuktian sendiri KUHAP
menganut sistem pembuktian negatif, yang dapat dimaknai sebagai bahwa hakim
hanya bisa menjatuhkan pidana apabila ia memperoleh keyakinan berdasarkan 2
(dua) alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah sendiri dijabarkan didalam Pasal
184 KUHAP yang terdiri dari ; a) Keterangan Saksi b) Keterangan Ahli C) Surat
D) Petunjuk E) Keterangan Terdakwa. Keterangan Saksi sebagai alat bukti yang
utama didalam KUHAP dibatasi defenisinya melalui Pasal 1 angka 26 ““Saksi”
itu sendiri adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Hal tersebut sejalan dengan
defenisi dari “keterangan saksi” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka
27 KUHAP yang menyatakan keterangan saksi ialah “keterangan dari saksi
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia
alami  sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu” Namun
Permasalahan dirasa muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-
VIII/2010 yang menyatakan pasal 1 angka 26 dan angka 27 dan Pasal 184 ayat
(1) huruf a KUHAP mengalami perluasan tertanggal 8 Agustus 2011. Dalam amar
putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “orang yang dapat
memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu
tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.
Perluasan makna “keterangan Saksi” tersebut secara tidak langsung membawa pada
diakuinya saksi yang bersifat testimonium de auditu. Sehingga penelitian ini ditujukan
untuk mempelihatkan sejauh mana kekuatan pembuktian dari “ Keterangan Saksi” yang
terdapat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirasa cenderung memihak kepada
individu tertentu dan terlebih pengaruhnya terhadap kedudukan saksi didalam Hukum

Acara Pidana.

Kata Kunci: Pembuktian, Perluasan Makna Saksi, Testimonium de Auditu
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat
(3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi dari negara yang berlandaskan hukum maka
secara otomatis yang berkuasa atas negara dan masyarakat Indonesia adalah
hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif atau berhasilnya
penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum Indonesia yang terdiri dari
Substansi Hukum yaitu peraturan perundangan-undangan, Struktur Hukum yakni
institusionalisasi dan entitas-entitas hukum serta Budaya Hukum yang berada
pada masyarakat dengan berbagai latar belakang'. Ketiga hal tersebut harus
berjalan bersama demi terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai

cita-cita dari hukum itu sendiri.

Salah satu bentuk institusional dari struktur hukum ialah Lembaga
Peradilan yang didalamnya terdapat pula Sistem Peradilan Pidana untuk
melaksanakan fungsi lembaga peradilan pidana, terdapat konsep tentang Hukum
Acara Pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Hukum Acara Pidana itu sendiri menurut Wirjono Prodjodikoro adalah
rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang
berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna

mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana*

Tujuan hadirnya hukum acara pidana yang dapat dilihat dari pedoman
pelaksanaan KUHAP oleh Menteri Kehakiman, menyatakan bahwa hukum acara
pidana ditujukan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya
mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil yang dimaksud ialah kebenaran

yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan

! Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum ; Perspektif llmu Sosial (The Legal System ; A
Social Science Perspective), Bandung: Nusa Media, hlm. 33.

2 Prof.Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., 1974, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung,
Bandung, Hlm.15.



ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan
untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu
pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari
pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah

dilakukan dan apakah orang yang didakwakan dipersalahkan®.

Lebih lanjut Van Bemmelen dalam bukunya “Strafordering Leerbook Van
Het Nederlandsch Straf Procesrecht” ( Undang-Undang di Belanda yang memuat
tentang Hukum Acara Pidana) menyatakan bahwa yang terpenting dalam Hukum
Acara Pidana adalah mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Untuk
menemukan kebenaran materiil sebagai tujuan terakhir dari hukum acara pidana
dibutuhkan suatu proses pembuktian yakni melalui alat bukti dan barang bukti.
Adapun yang dimaksud dengan pembuktian menurut M. Yahya Harahap, adalah
ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang
dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa®.

KUHAP sendiri dalam proses pembuktian menganut sistem atau teori
pembuktian negatif (negatief wettelijk ) yang hanya terbatas pada undang-undang’
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi;

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya.”

Dari rumusan pasal tersebut terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan kepada
KUHAP, yaitu alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal
184 ayat 1 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat
bukti tersebut. Adapun alat bukti yang dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHAP
adalah sebagai berikut :

? Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Departemen
Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982, hal. 122

* M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan,
Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 273.
5 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal
254



a. Keterangan Saksi

b. Keterangan Ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan Terdakwa

Penyebutan urutan alat-alat bukti tersebut dalam KUHAP menunjukan
prioritas, dimana dalam pembuktian hukum acara pidana keterangan saksi adalah
alat bukti yang paling diutamakan dalam pembuktian di pengadilan. Pentingnya
peran saksi dalam proses penegakan hukum membawa konsekuensi tersendiri bagi
orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-
saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana. Namun demikian tidak semua
“keterangan saksi” mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang dibatasi oleh
pasal 1 angka 26. “Saksi” itu sendiri adalah “orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Hal
tersebut sejalan dengan defenisi dari “keterangan saksi” sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan keterangan saksi ialah
“keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan

’

itu

Ketentuan tersebut dipertegas kembali ke dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP
yang menyatakan “bahwa baik pendapat, maupun rekaan, yang diperoleh dari

’

hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”. Didalam penjelasan
pasal 185 ayat (5) dikatakan dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan
yang diperoleh dari orang lain atau festimonium de auditu . Dengan demikian
terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain
bukanlah alat bukti yang sah. Pembatasan saksi sebagaimana yang terdapat dalam
pasal 1 angka 26, pasal 1 angka 27 serta pasal 185 ayat (5) selaras dengan tujuan
hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan saksi yang
hanya mendengar orang lain, tidak terjamin kebenaranya, maka kesaksian de

auditu tidak layak dipakai di Indonesia, bahkan Yahya Harahap menerangkan

lebih lanjut bahwa keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan,



atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana “tidak dapat dijadikan
dan dinilai sebagai alat bukti”. Dengan merujuk pada adagium ‘festimonium de

auditu’.

Namun Permasalahan dirasa muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
No.65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan pasal 1 angka 26 dan angka 27 dan
Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP mengalami perluasan tertanggal 8 Agustus
2011. Dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa pasal 1 angka 26 dan
angka 27 pasal 65, Pasal 116 (3), (4), °Pasal 184 ayat (1a) KUHAP adalah
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian dalam pasal a quo tersebut
tidak dimaknai termasuk pula ;

“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penvidikan,

penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Perkembangan defenisi saksi sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan MK
Nomor 65/PUU-VIII/2010 tersebut bermula ketika penyidik Kejaksaan Agung
dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus M. Amari menolak permintaan Yusril Thza
Mahendra untuk mendatangkan empat saksi a de charge atau saksi meringankan.
Penolakan tersebut didasarkan atas definisi saksi dan keterangan saksi
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Berdasarkan
penolakan tersebut, Yusril Ihza Mahendra yang merupakan pelaku tindak pidana
korupsi biaya akses fee dan biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) pada sistem
Administrasi Badan Hukum Kementriaan HAM RI mengajukan permohonan uji
materiil KUHAP terdapap UUD 1945. Menurut MK, pengertian saksi dalam Pasal
tersebut membatasi bahkan menghilangkan hak tersangka untuk mengajukan saksi
yang menguntungkan baginya, karena frasa “ i1a dengar sendir1”, “ia lihat sendir1”,
“ia alami sendiri” yang mensyaratkan hanya saksi yang sesuai dengan ketiga

kualifikasi tersebut yang dapat diajukan sebagai saksi menguntungkan bagi

tersangka atau terdakwa.

® Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia
menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal
itu dicatat dalam berita acara.”

Pasal 116 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut



Adapun pertimbangan MK terkait dengan perluasan makna “saksi” dan
“keterangan saksi”, MK merasa bahwa pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo pasal
116 ayat 3 dan ayat 4 serta pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP’ yang apabila
ditafsirkan secara gramatikal hanya orang yang melihat mendengar serta
mengalami yang dapat dijadikan sebagai saksi, secara otomatis akan
menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi
yang menguntungkan baginya, mengingat bahwa dalam konteks pembuktian
peran saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami atau yang disebut
sebagai saksi alibi tidak masuk kedalam perumusan saksi dalam pasal 1 angka 26
dan angka 27 KUHAP yang secara umum mengingkari pula keberadaan jenis
saksi yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (a de charge)
bagi tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu MK sampai pada kesimpulan
bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah ia melihat, mendengar atau
mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya

dengan perkara pidana yang sedang diproses..

Implikasi yuridis dari putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 terjadi
perluasan makna atau pengertian mengenai “saksi” dan “keterangan saksi” dalam
perkara pidana bahwa setelah adanya putusan tersebut definisi “saksi” dan
“keterangan saksi” menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan
mengetahui secara langsung, lebih lanjut “keterangan saksi” diperluas maknanya
menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar,
dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk
pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak
pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu
peristiwa pidana. Hal tersebut secara tidak langsung membawa pada keterangan
saksi testimonium de auditu dapat dijadikan suatu alat bukti keterangan saksi di

persidangan testimonium de auditu®.

Dikeluarkannya Putusan MK tersebur menjadi sesuatu yang baru didalam

Hukum Acara Pidana namun terdapat ketidakjelasan didalam putusan. Salah

8 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer,kencana,Jakarta,2011,hal.21



satunya mengenai makna relevansi yang dinyatakan dalam pertimbangan
hukumnya. Batasan relevansi serta cakupan perluasan defenisi saksi dan
keterangan saksi belum dijelaskan secara pasti. Hal tersebut menimbulkan
berbagai persepsi yang berbeda atau multitafsir antara aparat penegak hukum

dalam beracara pidana.

Atas dasar pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat
perbedaan pemaknaan saksi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan KUHAP.
KUHAP menegaskan bahwa saksi adalah seorang yang harus secara langsung
mendengar, melihat, dan mengalami sendiri. Sedangkan putusan MK memperluas
cakupan itu bahwa seorang saksi tidaklah diharuskan untuk mendengar, melihat,
dan mengalami sendiri. Mencermati hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti
bahwa sebenarnya ruang lingkup dari saksi seperti apa yang paling tepat
diterapkan di Indonesia berdasarkan beberapa teori dan konsep dalam hukum

acara pidana. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

“KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG TIDAK MELIHAT,
MENDENGAR DAN MENGALAMI SENDIRI ( TESTIMONIUM DE
AUDITU) SUATU PERISTIWA PIDANA DIKAITKAN DENGAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.65/PUU-VII1/2010 DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka
ditemukan adanya beberapa permaslaahan hukum, yaitu;

1 Apakah perubahan makna “saksi” dan “keterangan saksi” setelah
dikeluarkan putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menjadikan
diakuinya saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami
(testimonium de auditu) sudah tepat dalam penegakan sistem peradilan
pidana ?

2 Mengingat bahwa KUHAP menganut asas “equality before the law”,

maka apabila MK menyatakan perluasan makna saksi ditujukan untuk



melindungi hak tersangka dalam mengajukan pembelaan melalui
pengajuan saksi a de charge , apakah hal yang sama juga dapat

dilakukan oleh penuntut umum untuk mengajukan saksi a charge ?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukan diatas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah;
1. Untuk memberi kejelasan tentang kedudukan saksi yang tidak melihat,
mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dalam
KUHAP pasca diterbitkannya putusan MK nomor 65/PUU-VIII/2010
2. Untuk menjelaskan apakah jaksa penuntut umum sebagai bagian dari
aparat penegak hukum yang juga mewakili korban memperoleh hak
yang sama dalam mengajukan saksi yang tidak melihat, mendengar,

dan mengalami.

1.4 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut;

1. Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penyusun dalam melakukan
penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu, penelitian yang mencakup
penelitian suatu teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, sistematika hukum,
serta sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang akan ditelaah dengan
pendekatan kepustakaan. Pendekatan ini dibutuhkan karena salah satu kajian
dari pembahasan topik ini adalah keselarasan muatan KUHAP terkait sistem
pembuktian serta putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian hukum normatif

ini dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder.
Data sekunder terdiri dari;

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti norma,
peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yuriprudensi, traktat. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer seperti; Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan MK nomor 65/PUU-VIII/2010,



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, UU MK 24/2003 tentang garis besar tata beracara pengujian
Undang-Undang, Putusan (Ketetapan) Landraad Telukbetung 14 Juli 1926, Surat
Edaran Kejaksaan Agung RI 1997 Nomor B-69 / E/ 02/ 1997, Putusan Mahkamah
Agung Nomor 193 PK/ Pid.Sus/2010, dan lain-lain

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari

kalangan hukum, buku- buku dan jurnal yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu Laman ataupun kepustakaan online lainnya seperti

laman lembaga- lembaga negara yang terkait.
2. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka telah
dilakukan melalui cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk
memperoleh bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. Dalam
hal ini akan digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 PUU-VIII 2010, maupun bahan-bahan
hukum sekunder lainnya yang diperoleh dari jurnal serta putusan dari beberapa

kasus-kasus yang terkait dengan penulisan ini
3.Analisa Data

Metode analisa yang akan digunakan oleh penyusun adalah metode analisa
deskriptif, dikarenakan sifat dari penelitian ini murni ilmiah yang akan
menjelaskan secara deskriptif analitis mengenai permasalahan yang dikaji dalam

tulisan ini untuk ditarik kesimpulan secara deduktif.

1.5 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagi

berikut:
BAB I: PENDAHULUAN



Bagian ini berisi uraian awal mengenai Latar Belakang Masalah Hukum yang
mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian, kemudian terdapat pula bagian
identifikasi, Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode dan
Teknik Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: KUHAP DAN PENGATURAN SAKSI DIDALAMNYA

Bagian ini berisi uraian tentang konsep awal pemikiran KUHAP, hakikat dari
KUHAP, teori-teori KUHAP, teori sistem pembuktian, teori tentang saksi,

testimonium de auditu serta ruang lingkup saksi.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTUTUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010 YANG MEMPERLUAS
MAKNA SAKSI

Bagian ini berisi uraian tentang kedudukan putusan mahkamah konstitusi, dampak
dari putusan mahkamah konstitusi, pokok-pokok pemikiran dari putusan

mahkamah konstitusi.

BAB 1V: ANALISIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN
PERLUASAN MAKNA “ SAKSI YANG TIDAK MELIHAT,
MENDENGAR DAN MENGALAMI (TESTIMONIUM DE AUDITU)
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERJAADAP
KEDUDUKAN SAKSI DALAM KUHAP

Bagian ini akan membahas bagaimana korelasi antara pengaturan tentang putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan nilai-nilai KUHAP
secara umum dan perluasan makna saksi secara khusus pada Putusan Mahkamah

Konstitusi 65/PUU-VIII/2010

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh
penulis. Kesimpulan didapatkan dari hasil elaborasi antara fakta-fakta, data serta
analisis dan doktrin dari ahli yang terkait sehingga mendapatkan suatu opini
hukum. Adapun dalam bab ini memuat saran pribadi dari penyusun, yang
dimungkinkan berasal dari pengalaman setelah meneliti ataupun pengaruh dari

doktrin para ahli



